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Agensi Perempuan Pedesaan
Rural Women’s Agency

Perempuan desa dan pedesaan merupakan satu 
ekosistem yang tak terpisahkan dengan alam. 
Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum 

perempuan, memiliki relasi yang erat dengan lingkungan alam 
di sekitarnya. Pertama, alam merupakan tulang punggung 
ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Kedua, 
alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar sehari-
hari seperti air dan pangan. Selain itu, alam juga menjadi 
bagian dari kehidupan budaya lokal baik dalam produk 
kerajinan tangan, maupun dalam ritual dan kepercayaan lokal. 
Maka, kerusakan atau perubahan alam jelas membawa akibat 
terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan. 

Bagi perempuan, perubahan alam sangat terasa 
dampaknya dalam kaitannya dengan tugas-tugas reproduksi 
di rumah tangga. Misalnya mengeringnya lahan gambut 
menyebabkan berkurangnya sumber air dan pangan yang 
harus dikelola oleh perempuan di pedesaan gambut. 
Rusaknya alam di desa gambut juga mendorong laki-laki 
untuk bermigrasi keluar desa untuk mencari pekerjaan, 
sehingga perempuan harus menjadi kepala keluarga sekaligus 
ibu rumah tangga.

Salah satu akar ketimpangan yang dialami masyarakat 
pedesaan bersumber dari lemahnya akses dan penguasaan 
terhadap tata kelola lahan dan hutan. Bagi perempuan, 
ketimpangan ini bersilang sengkarut dengan diskriminasi 
berbasis gender seperti domestikasi perempuan. Domestikasi 
perempuan memperbesar hambatan akses perempuan 
terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, hukum, 
dan politik. Data UN Women (2018) menemukan bahwa 
kepemilikan perempuan terhadap lahan pertanian kurang 
dari 13%. Sementara itu kebijakan reforma agraria di 
Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun 
terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan 
gender. Akibatnya, kaum perempuan masih cenderung 
diabaikan dalam kebijakan yang sedianya dapat memberi 
akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.

Secara umum perempuan pedesaan masih menjadi 
penanggungjawab kerja-kerja pengasuhan, perawatan rumah 
tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan cenderung 
dikecualikan dari ruang publik. Pola yang serupa dialami oleh 
pedesaan. Pedesaan merupakan pemasok utama sumber daya 
alam, penyedia lahan pertanian dan perkebunan, pemasok 
tenaga kerja, dan berfungsi sebagai paru-paru bumi dengan 
kawasan hutannya. Namun, mirip dengan konsep kritik Simone 
de Beauvoir tentang posisi perempuan sebagai “the second 
sex”, pedesaan juga sering diidentikkan sebagai masyarakat 
kelas dua, yang lekat dengan makna keterbelakangan, rentan 
terhadap kemiskinan, dan kerap dipandang sebelah mata 
dalam kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan.

Diana Tietjens Meyers dalam bukunya Gender in the 
Mirror: Cultural Imagery & Women Agency (2002) menganalisa 
bagaimana subordinasi terhadap perempuan mempengaruhi 
pembentukan identitas gender perempuan, dan membatasi 
perempuan untuk membuat keputusan emansipatif. 
Perempuan desa pun cenderung dipandang sebagai 
mahluk tanpa subyektivitas, tanpa agensi. Namun, Meyers, 
berargumen bahwa dalam posisi subordinat sekalipun, kaum 
perempuan tetap memiliki agensi. Perempuan desa sebagai 
subyek dengan agensinya inilah yang hadir dalam JP 103.

Penelitian Jurnal Perempuan terhadap pengalaman 
perempuan desa di lima provinsi, di Papua Barat, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Aceh, memperlihatkan 
keragaman agensi kaum perempuan dalam tata kelola lahan 
dan hutan di lingkungan pedesaan. Agensi perempuan hadir 
dalam kekuatan untuk mengajak keluarga dan masyarakat, 
kekuatan untuk terlibat di ruang publik, kekuatan untuk 
mengubah cara pandang otoritas resmi, serta kekuatan untuk 
melakukan aksi kolektif/ solidaritas antar kelompok dalam 
pengelolaan sumber daya alam. Perempuan desa juga memiliki 
pengetahuan yang kontekstual dengan corak kehidupan 
desanya, misalnya kemampuan perempuan-perempuan 
Papua dalam memilih model pertanian ladang berpindah 
sebagai model pertanian ekonomi yang berkelanjutan.

Pengabaian ilmu pengetahuan terhadap pengalaman 
perempuan merupakan salah satu alasan munculnya studi-
studi feminisme. Feminisme pun menemukan konsep 
pengetahuan yang lahir dari kritik terhadap pendekatan 
ilmu pengetahuan dalam memandang kompleksitas 
keterhubungan antara perempuan, masyarakat, dan alam, 
misalnya dalam konsep ekologi politik feminis (feminist 
political ecology). Namun, Carolyn E. Sachs (1996) dalam 
Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment 
menemukan bahwa studi-studi atas gerakan feminisme pun 
masih cenderung terpusat pada gerakan feminis perkotaan 
atau urban. Artikulasi tentang gerakan feminis di pedesaan 
masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan pun 
cenderung melihat pedesaan sebagai objek, objek kebijakan, 
objek kemiskinan, atau objek pembangunan. 

Untuk menciptakan ruang pengetahuan tentang dan 
bagi perempuan pedesaan, JP 103 menyajikan pengalaman-
pengalaman perempuan pedesaan dan agensi mereka 
dalam menghadapi subordinasi patriarki dan kapitalisme. 
JP 103 mengajak kita untuk memahami agensi perempuan 
pedesaan sebagai sebuah proses melatih dan menggunakan 
kemampuan untuk mengonstruksi diri dan membuat 
keputusan-keputusan terkait kehidupan perempuan serta 
kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Selamat 
membaca! (Atnike Nova Sigiro)
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Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha  
(Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres  
No. 86/2018 tentang Reforma Agraria

The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation 
No. 86/2018 on Agrarian Reform

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 289-297, 2 tabel, 
15 daftar pustaka.

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple 
layers of burden on women. Such situation could be addressesd 
with the agrarian reform’s agenda. This is the reason why the society 
welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko 
Widodo administration’s priority program. After being in power for four 
years, finally the government had issued the Presidential Regulation 
No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian 
Reform’s policy cannot be separated from the role of social movement 
organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging 
for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This 
paper seeks to see how women’s movement and the agrarian reform 
movement have been trying to advocate gender perspective in the 
formulation and the implementation of the Presidential Regulation 
(Perpres).

Keywords: agrarian reform, rural development, rural women, land 
redistribution.

Situasi ketidakadilan agraria di pedesaan membawa beban berlapis 
pada kaum perempuan. Salah satu cara yang diyakini dapat 
memperbaiki ketimpangan sosial tersebut adalah agenda reforma 
agraria. Inilah alasan mengapa masyarakat menyambut baik ketika 
reforma agraria dinyatakan sebagai program prioritas pemerintahan 
Joko Widodo. Akhirnya, setelah berkuasa selama empat tahun 
pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma 
Agraria. Lahirnya kebijakan Reforma Agraria ini tidak dapat dilepaskan 
dari peran organisasi gerakan sosial yang mendesak agenda reforma 
agraria, termasuk untuk mendorong kebijakan reforma agraria yang 
berkeadilan gender penting. Tulisan ini hendak melihat bagaimana 
gerakan perempuan dan gerakan pembaruan agraria mencoba 
melakukan advokasi dalam perumusan dan pelaksanaan dari Perpres 
tersebut.

Kata kunci: reforma agraria, pembangunan pedesaan, perempuan 
pedesaan, redistribusi tanah.
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This research examines women’s role and their decision-making related 
to swidden farming. This research was conducted in two different 
regions, Sorong (lowland) and Maybrat (highland) in West Papua. Key 
informants in this research were indigenous Papuan women, their 
husbands, and relatives. The aim of the research is to demonstrate that 
in the realm of traditional agriculture, women play important roles, 
starting from production, plant nursery, to the crop distribution to 
market. Nonetheless, the role of women tends to disappear, when the 
system of agriculture changes to sedentary farming by using chemical 
substances and other modern and farming technologies

Keywords: shifting agriculture, decision making, traditional market, 
agriculture commodities.

Riset ini meneliti tentang peranan perempuan dalam pilihan dan 
pengambilan keputusan di bidang pertanian berpindah (swidden 
farming). Riset ini dilakukan di dua tempat yakni Kabupaten Sorong dan 
Maybrat. Informan utama yang peneliti wawancarai adalah perempuan 
lokal asli Papua dan pasangan serta keluarga laki-laki petani. Tujuan dari 
riset ini hendak menunjukkan bahwa di ranah tradisional, perempuan 
memiliki peran penting mulai dari produksi, sistem perawatan tanaman 
hingga distribusi pasar. Namun, peran tersebut justru hilang ketika 
pola pertanian berubah dengan menggunakan pupuk kimia dan alat 
pertanian modern canggih lainnya. 

Kata kunci: pertanian berpindah, pengambilan keputusan, pasar 
tradisional, komoditas pertanian. 
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Rural women have the potential to mobilize herself and her community 
towards a sovereign and just rural community. However, rural women 
frequently face form of discrimination that impede them to achieve their 
maximum potential. In the midst of forest and land degradation, those 
gender-based discrimination also prevent women from participating 
in land and forest governance that is vital for the rural community’s 
livelihood. An example of form of gender-based discrimination 
experienced by women in several regions in Aceh is discrimination 
in accessing public information. This article describes and analyzes 
several Aceh women’s experiences in using the rights-based approach 
on access to information. The women in this article have used the Law 
on Public Information as the basis for their advocacy towards the land 
and forest governance in their residential area. These experiences of the 
rural women have shown shows that women have not only interests 
upon the information on natural resources, but they also possess 
capability, perseverance, and will to obtain such information. 

Keywords: rural women, natural resources, access to information, public 
information.

Perempuan desa memiliki potensi untuk menggerakkan dirinya dan 
masyarakat menuju desa berdaulat dan berkeadilan. Akan tetapi 
perempuan desa kerap mengalami berbagai diskriminasi yang 
membatasi perempuan untuk mencapai potensi optimum dirinya. 
Di tengah daya dukung hutan dan lahan yang semakin buruk, 
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diskriminasi berbasis gender tersebut menghalangi perempuan untuk 
turut berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, yang menjadi 
urat nadi dari kehidupan masyarakat desa. Salah satu diskriminasi 
berbasis gender yang di alami oleh perempuan di beberapa wilayah 
di Aceh adalah diskriminasi dalam mengakses informasi publik. Tulisan 
ini memaparkan dan menganalisa pengalaman sejumlah perempuan 
di beberapa kabupaten di Aceh dalam menggunakan pendekatan 
hak atas informasi. Para perempuan dalam artikel ini menggunakan 
UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar untuk melakukan 
advokasi atas tata kelola lahan dan hutan di lingkungan tempat tinggal 
mereka. Pengalaman kaum perempuan desa tersebut memperlihatkan 
bahwa perempuan bukan hanya memiliki kepentingan atas informasi 
SDA tetapi memiliki kapabilitas, daya tahan dan semangat berjuang 
merebut informasi. 

Kata kunci: perempuan desa, sumber daya alam, akses informasi, 
informasi publik.
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This article is a study of feminist ecological politics in rural women’s 
leadership and their involvement in resolving conflicts over protected 
forests. On the one hand, structurally, there is a complex linkage 
between social, cultural, adat, and religious practices that prevent 
women from becoming leaders. On the other hand, after they won 
the leadership contestation in the village, their task was able to go 
beyond reconciliation and introduce an alternative discourse on 
sustainable forest conservation. This study examines three main areas 
namely: (1) ecological sustainability knowledge, understanding and 
practices; (2) the practice of equal access to natural resources, and 
responses to vulnerability to environmental change; and (3) equality 
practices in village development activism. The narrative of feminist 
ecological political studies from two villages in Kepahiang and Rejang 
Lebong Districts shows that women village heads are able to penetrate 
structural barriers, social exclusion, and dismantle economic class 
barriers. 

Keywords: rural women’s leadership, feminist political ecology, forest 
conflict 

Artikel ini adalah sebuah kajian politik ekologi feminis pada 
kepemimpinan perempuan perdesaan dan keterlibatan mereka dalam 
pusaran penyelesaian konflik atas hutan lindung. Di satu sisi, secara 
struktural, ada kelindan yang kompleks antara dimensi sosial, budaya, 
adat, dan praktik agama yang menghambat perempuan menjadi 
pemimpin. Di sisi lain, setelah mereka memenangkan kontestasi 
kepemimpinan di desa, tugas mereka mampu melampaui rekonsiliasi 
konflik kehutanan dan memperkenalkan diskursus alternatif tentang 
konservasi hutan berkelanjutan. Studi FPE ini mengkaji tiga area utama, 
yaitu: (1) pengetahuan, pemahaman, dan praktik kelestarian ekologis; 
(2) praktik kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas 
kerentanan terhadap perubahan lingkungan; dan (3) praktik kesetaraan 
dalam aktivisme pembangunan desa. Narasi studi politik ekologi 
feminis dari dua desa di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong 
ini menunjukkan bahwa perempuan kepala desa mampu menembus 
hambatan struktur, eksklusi sosial, dan membongkar sekat kelas 
ekonomi. 

Kata kunci: kepemimpinan perempuan desa, ekologi politik feminis, 
konflik hutan
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Indonesia tropical peatlands area is 47 percent of out of the total global 
peatlands. But unfortunately, sustainable peatland governance has 
not been widely applied in the management of peatlands, instead of 
being home to biodiversity, peatlands in Indonesia have ended up 
dry, burning and turned into monoculture plantations. The problem of 
peat ecosystem degradation is the result of unsustainable - historical 
environmental governance politics. This study shows the political 
complexity of peatland governance and its impact on women with 
a feminist political ecology lens. This research was conducted in 
several villages in Central and South Kalimantan, the largest tropical 
peat areas in Indonesia. This study found that 1) Rural women were 
realized that there are problems with peatland governance, both 
practically and politically; 2) women and girls have multiple impacts 
from peat ecosystem degradation ie, women are deprived of living 
space, women find it difficult to get water and food sources, women 
take over the role of the head of the family because men migrate but 
are not always recognized as the head of the family, and women are 
impoverished because they lose their independence and must work as 
oil palm workers. This study uses a feminist political ecology study as an 
analytical tool to see the multi-layered oppression experienced by rural 
women due to peat ecosystem degradation.

Keywords: rural women, peatland village, peat ecosystem, feminist 
political ecology, resource governance 

Indonesia memiliki 47 persen lahan gambut tropis dari total lahan 
gambut dunia. Namun sayangnya tata kelola lahan gambut yang 
berkelanjutan belum banyak diterapkan dalam pemanfaatan lahan 
gambut, alih-alih menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, lahan 
gambut di Indonesia justru berakhir kering, terbakar, dan beralih 
menjadi perkebunan monokultur. Persoalan degradasi ekosistem 
gambut adalah akibat dari politik tata kelola lingkungan yang tidak 
berkelanjutan--yang menyejarah. Penelitian ini memperlihatkan 
kompleksitas politik tata kelola kawasan gambut dan dampaknya 
terhadap perempuan dengan lensa ekologi politik feminis. Penelitian 
ini dilakukan di beberapa desa di Kalimantan Tengah dan Selatan, 
kawasan gambut tropis terbesar di Indonesia. Penelitian ini menemukan 
bahwa 1) Ada persoalan salah tata kelola lahan gambut yang disadari 
perempuan desa baik secara praktis maupun politis; 2) perempuan 
dan anak perempuan mendapatkan dampak berlapis dari degradasi 
ekosistem gambut yakni, perempuan tercerabut dari ruang hidup, 
perempuan sulit mendapatkan sumber air dan pangan, perempuan 
mengambil alih peran kepala keluarga karena laki-laki bermigrasi 
namun tidak selalu diakui perannya sebagai kepala keluarga, dan 
perempuan dimiskinkan karena kehilangan kemandiriannya dan 
harus bekerja sebagai buruh sawit. Penelitian ini menggunakan kajian 
ekologi politik feminis sebagai alat analisis untuk melihat ketertindasan 
berlapis yang dialami perempuan pedesaan akibat degradasi ekosistem 
gambut. 

Kata Kunci: perempuan desa, desa gambut, ekosistem gambut, ekologi 
politik feminis, tata kelola sumber daya
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Minority religious groups are vulnerable towards discrimination and 
social exclusion. Social exclusion is a multidimensional phenomenon 
that is closely related to the denial of the enjoyment of civil and political 
rights as well as economic and socio-cultural rights. Social exclusion also 
excludes the excluded people from development process in the village. 
This article discusses the social exclusion experienced by community 
of local belief’s groups, the Association of Eklasing Budi Murko (PEBM) 
in Salamrejo village, in Kulon Progo, Special Autonomy of Yogyakarta. 
The economic empowerment approach has been used to promote 
inclusion among communities in the village. The establishment of 
Cooperative Business Group (KUBE) and also other economic works 
have encouraged women’s role as agent for social inclusion. Business 
activities established by PEBM have opened room for interaction 
between women from local belief’s community with other women in 
the village. 

Keywords: social exclusion, social inclusion, local belief, women’s 
empowerment, women’s agency

Kelompok-kelompok penganut agama minoritas memiliki kerentanan 
terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan 
fenomena multidimensi yang erat kaitannya dengan pengingkaran 
terhadap penikmatan hak-hak sipil politik serta ekonomi dan sosial 
budaya. Ekslusi sosial juga mengecualikan orang-orang yang dieksklusi 
dari proses pembangunan di desa. Artikel ini membahas eksklusi sosial 
yang dialami kelompok komunitas penghayat, Perkumpulan Eklasing 
Budi Murko di desa Salamrejo, di daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Untuk membangun desa inklusif komunitas penghyat di 
desa Salamrejo menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi. 
Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan unit usaha 
ekonomi lainnya telah mendorong peran perempuan sebagai agen 
inklusi sosial. Kegiatan bisnis dalam unit-unit usaha yang dibentuk 
oleh PEBM tersebut telah membuka ruang interaksi antara perempuan 
penghayat dengan perempuan lain di desa. 

Kata kunci: eksklusi sosial, inklusi sosial, kepercayaan lokal, 
pemberdayaan perempuan, agensi perempuan
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Women in rural areas face serious problems as a result of ecological 
social changes in the village--which are almost mutually interconnected 
with the expansion of extractive industries and rural development 
paradigm. Forests and land become as the identity that cannot be left 
behind in seeing changes in rural areas. Sustainable forest and land 
governance are one of the ways to reduce the risk of environmental 
damage & degradation, land use change, deforestation, and loss 
of food resources and livelihoods of rural communities. One of the 
principles of sustainable forest and land governance is transparency 
and participation. In this study we found, explain, and analyse 1) how 
the social ecological changes in the villages through the expreinces of 
women who is a trailblazer or local champion in 5 provinces (West Papua, 
East Kalimantan, Aceh, Central Sulawesi, Bengkulu); 2) the struggle of 
rural women in seizing the right to information and participation in the 
process of forest and land governance; 3) women’s agency in creating 
positive socio-ecological changes in the village area. This research 
found that women’s agencies are not single and are produced from 
various forms of power, namely the power/ability to influence and 
reduce barriers, to change at the household and community level, 
the power to organize and change existing hierarchies, the power to 
increase individual awareness and the desire to change, the strength of 
collective action and solidarity.

Keywords: rural women, forest and land governance, women’s agency, 
environmental degradation, sustainable environment. 

Perempuan di wilayah desa menghadapi permasalahan serius 
akibat perubahan sosial ekologis desa—yang saling kelit kelindan 
dengan ekspansi industri ekstraktif dan paradigma pembangunan di 
perdesaan. Hutan dan lahan menjadi salah satu identitas yang tidak bisa 
ditinggalkan dalam melihat perubahan yang terjadi di perdesaan. Tata 
kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan adalah salah satu cara untuk 
mengurangi risiko kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, 
dan hilangnya sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat desa. 
Salah satu prinsip dari tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan 
ialah transparansi dan partisipasi. Dalam penelitian ini digambarkan 
1) bagaimana perubahan sosial ekologis di desa lokasi penelitian 
melalui tutur perempuan pejuang di 5 provinsi (provinsi Papua Barat, 
Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu); 2) perjuangan 
perempuan desa dalam merebut hak atas informasi dan partisipasi 
dalam proses tata kelola hutan dan lahan; 3) agensi perempuan dalam 
menciptakan perubahan sosial-ekologis yang positif di wilayah desa. 
Penelitian ini menemukan bahwa agensi perempuan tidaklah tunggal 
dan dihasilkan dari berbagai bentuk kekuatan (power) yakni kekuatan/
kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk 
perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan 
untuk mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan 
untuk meningkatkan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, 
kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas. 

Kata Kunci: perempuan desa, tata kelola hutan dan lahan, agensi 
perempuan, kerusakan lingkungan, lingkungan berkelanjutan. 
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Abstract

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressesd 
with the agrarian reform’s agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko 
Widodo administration’s priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential 
Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform’s policy cannot be separated from the role 
of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender 
justice perspective. This paper seeks to see how women’s movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate 
gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Keywords: agrarian reform, rural development, women, land redistribution

Abstrak

Situasi ketidakadilan agraria di pedesaan membawa beban berlapis pada kaum perempuan. Salah satu cara yang diyakini dapat 
memperbaiki ketimpangan sosial tersebut adalah agenda reforma agraria. Inilah alasan mengapa masyarakat menyambut baik 
ketika reforma agraria dinyatakan sebagai program prioritas pemerintahan Joko Widodo. Akhirnya, setelah berkuasa selama empat 
tahun pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lahirnya kebijakan Reforma Agraria ini 
tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi gerakan sosial yang mendesak agenda reforma agraria, termasuk untuk mendorong 
kebijakan reforma agraria yang berkeadilan gender penting. Tulisan ini hendak melihat bagaimana gerakan perempuan dan gerakan 
pembaruan agraria mencoba melakukan advokasi dalam perumusan dan pelaksanaan dari Perpres tersebut.

Kata kunci: reforma agraria, pembangunan pedesaan, perempuan, redistribusi tanah

Pendahuluan

Salah satu berkah reformasi 1998 bagi masyarakat 
pedesaan adalah lahirnya kebijakan reforma agraria 
melalui pengesahan Tap MPR No. IX/2001 tentang 
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya 
Alam (PA-PSDA). Sebelumnya pada masa Orde Baru, 
membicarakan reforma agraria adalah perkara yang tabu, 
karena pengusung agenda ini rentan dituduh sebagai 
simpatisan komunisme (Rahman 2012; Wiradi 2009). 
Pada masa reformasi agenda reforma agraria muncul 
kembali karena desakan kuat organisasi masyarakat 
seperti organisasi petani, nelayan, lingkungan hidup, 
perempuan, masyarakat adat, baik pada tingkat lokal 
maupun nasional. Menurut Gunawan Wiradi (2009) 
Berbagai organisasi inilah adalah aktor utama yang 

mengerek agenda reforma agraria menjadi sebuah 
kebijakan nasional.

Kelahiran Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan 
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA-PSDA) 
tidak serta merta melancarkan agenda reforma agraria. 
Masa pemerintah Presiden Megawati tidak melakukan 
upaya lebih lanjut terkait kebijakan reforma agraria 
tersebut. Pemerintahan SBY memiliki perhatian pada 
reforma agraria pada periode pertama kekuasaannya, 
dengan mengeluarkan kebijakan revitalisasi pertanian 
dan perkebunan melalui Program Pembaruan Agraria 
Nasional dan kebijakan PPAN. Namun agenda ini 
tidak berlanjut pada periode kedua (Bachriadi 2008; 
Shohibuddin & Salim 2013). 
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Lambatnya perkembangan reforma agraria membuat 
ketimpangan struktur agraria, maraknya konflik agraria 
dan kemiskinan petani dan mayoritas warga di pedesaan 
terus berlanjut. Salah satu fakta ketimpangan agraria 

dapat dilihat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yang pada Maret 2017 yang melansir data 
ketimpangan alokasi lahan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Alokasi Penggunaan Kehutanan 2017

Kontribusi Kawasan 
Hutan

Swasta 

(Perusahaan)
Masyarakat Kepentingan 

Umum Total

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

IPPA/Jasling/KK  51.363 -  -  51.363 

Pemanfaatan Kawasan 
Hutan 33.316.788  822.370 -  34.139.158 

Penggunaan Kawasan 
Hutan  404.956  488  40.995  446.439 

Pelepasan Kawasan 
Hutan 6.689.996  926.072  205  7.616.273 

JUMLAH 40.463.103 1.748.931 41.200 42.253.234 

Persentase (%) 95,76  4,14  0,10 

Sumber: Presentasi KLHK Maret 2017

Ketimpangan alokasi tanah juga terjadi pada wilayah 
non kehutanan, menurut Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia (BPN-RI), hingga Agustus 2013, 
terdapat 26.366.788 bidang tanah yang bersertifikat 
di Indonesia dengan luas 72.954.190 Ha. Ironisnya, dari 
jumlah luas tanah tersebut, terdapat 10.368 sertifikat 
Hak Guna Usaha (Perusahaan Perkebunan dan Pertanian) 
dengan luas mencapai 46 persen (33.5 juta ha) dari total 
tanah bersertifikat tersebut (Litbang BPN 2013). 

Selain ketimpangan pengalokasian tanah, juga 
terjadi ketimpangan distribusi penguasaan tanah di 
antara sesama petani. Menurut Sensus Pertanian 2013, 
setidaknya 74,82% Rumah Tangga Petani (RTP) Indonesia 
yang berjumlah 26,14 juta menguasai tanah kurang 
dari 1 hektar. Bahkan, seperempat diantaranya tidak 
bertanah. Situasi ketimpangan distribusi tanah tersebut 
telah terjadi sejak beberapa dekade lalu sebagaimana 
dijelaskan dalam Tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2. Penguasaan Tanah oleh RTP berdasarkan Sensus Pertanian 1973-2003

Tahun Sensus 1973 1983 1993 2003

Total Jumlah RTP (juta) 21,6 23,8 30,2 37,7

Tanpa lahan (Absolute Landless) (juta RTP) 7,1
(33%)

5,0
(21%)

9,1
(30%)

13,4
(36%)

RTP Pengguna Lahan (juta RTP) 14,5
(67%)

18,8
(79%)

21,1
(70%)

24,3
(64%)

Total Penguasaan Lahan oleh Petani (juta ha) 14,2 16,8 0,81 0,89

Rata-rata Penguasan Lahan (ha) 0,99 0,89 0,81 0,89

Ratio Gini Penguasaan Tanah 0,70 0,64 0,67 0,72
Sumber: Bachriadi dan Wiradi 2011: 16.

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 
ketimpangan struktur agraria adalah pemicu maraknya 
letusan konflik agraria di Indonesia. Sepanjang tahun 
2018, menurut KPA telah terjadi sedikitnya 410 kejadian 
konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 

807.177,613 hektar dan mengakibatkan korban 87.568 
KK. Laporan ini juga menggambarkan bahwa secara 
akumulatif sepanjang empat tahun (2015–2018) 
pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, telah terjadi sedikitnya 
1.769 letusan konflik agraria (KPA 2018).
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Konflik agraria sebagian besar terjadi di wilayah 
pedesaan. Shohibuddin (2016) menggambarkan 
bahwa kawasan pedesaan tengah menghadapi dua 
krisis. Pertama adalah “krisis agraria” yang ditandai oleh 
keterbatasan dan ketimpangan akses atas tanah dan 
sumber-sumber agraria lainnya. Kedua adalah “krisis 
ekologi” yang ditandai dengan kemerosotan daya dukung 
dan bahkan kehancuran sumber daya alam sebagai 
akibat tekanan populasi yang meningkat, perubahan 
penggunaan tanah yang tidak terkendali dan terutama 
eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. 
Lebih jauh, Shohibudin menjelaskan bahwa kedua krisis 
ini, pada wilayah pedesaan telah menyebabkan “krisis 
pedesaan”, yaitu meluruhnya kapasitas sosial-ekonomi 
dan ekologi untuk menyediakan kebutuhan pangan, air, 
sumber nafkah dan perlindungan sosial bagi warganya. 

Persoalan krisis sosial ekologis di kawasan pedesaan 
telah membawa dampak dan beban berlapis bagi kaum 
perempuan. Tim Peneliti dari Sajogyo Institute (2019) 
melaporkan situasi berat yang dialami perempuan ke 
dalam sebuah buku “Perempuan di Tanah Kemelut Situasi 
Perempuan dalam Situs-situs Krisis Sosial Ekologis”. Buku 
ini memaparkan situasi perempuan akibat krisis sosial 
ekologis yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku akibat konsesi pertambangan, perkebunan 
sawit, konservasi hingga pembangunan transmigrasi. 
Laporan buku ini mengkonfirmasi kembali situasi yang 
telah lama terjadi, bahwa korban paling berat dari krisis 
sosial ekologis di pedesaan yang terjadi adalah kaum 
perempuan.

Pada 24 September 2018, Presiden Jokowi telah 
menandatangani Perpres No. 86/2018 tentang Reforma 
Agraria. Sebelumnya, dalam naskah Quick Win Tim 
Transisi, Perpres reforma agraria ini dijanjikan sebagai 
program 100 hari presiden. Namun, peraturan ini baru 
dapat disahkan setelah empat tahun kekuasaan (Tim 
Transisi Pangan dan Agraria 2014). Penting untuk melihat 
tarik menarik gagasan dari antara berbagai kepentingan 
politik baik di dalam maupun di luar tubuh pemerintah, 
dan berbagai organisasi atau kelompok kepentingan lain 
baik yang memperjuangkan maupun yang menentang 
kebijakan reforma agraria ini. Menurut Pulzl (2006) 
kontestasi dalam penyusunan dan pelaksanaan sebuah 
kebijakan publik adalah hal yang lazim (Puzl & Treib 
2006). Kontestasi semacam ini juga terjadi pada agenda 
kebijakan terkait reforma agraria. 

Pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan, kontestasi gagasan antara aktor kepentingan 
dapat terjadi karena struktur kesempatan politik (political 
opportunity structure) yang tersedia dalam institusi 

negara khususnya di lembaga eksekutif dan legislatif. 
Dalam sistem demokrasi kontestasi antara aktor dan 
gagasan yang mendorong atau menentang sebuah 
kebijakan adalah hal yang lumrah terjadi. Selain negara 
dan pasar, gerakan sosial atau gerakan masyarakat sipil 
adalah aktor yang juga berkepentingan atas penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan. Organisasi gerakan sosial 
adalah aktor yang kerap melakukan desakan pengesahan 
kebijakan yang ditafsirkan oleh mereka sebagai 
kepentingan umum, dan digambarkan sebagai kekuatan 
extra-institutional yang berada di luar pagar kekuasaan 
(Pettinichio 2012). 

Kemampuan organisasi gerakan sosial dalam 
mendorong atau menentang kebijakan disebabkan 
oleh kemampuan khusus gerakan sosial dalam 
memobilisasi dukungan (resource mobilization). 
Mobilisasi dukungan dilakukan melalui berbagai cara 
seperti lobby, menanamkan pengaruh, aksi-aksi tekanan, 
dan memperkuat diskursus publik melalui sarana media 
massa. 

Salah satu penunjang organisasi gerakan sosial 
dapat berhasil dalam melakukan advokasi kebijakan 
adalah jaringan yang dimiliki pada arena institusi 
kekuasaan yang dapat dipengaruhi, dan kemampuannya 
membangun jejaring di dalam arena institusi kekuasaan 
tersebut. Banaszak menyebut proses semacam ini 
sebagai dynamic interplay between insider dan outsider 
(Afif & Rahman 2019). 

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, artikel 
ini hendak mengulas bagaimana peran organisasi 
gerakan sosial, khususnya organisasi reforma agraria 
dan organisasi perempuan dalam memperjuangkan 
pengarusutamaan keadilan gender pada proses 
perumusan hingga pengesahan Perpres No.86 tahun 
2018 tentang Reforma Agraria. Sumber data primer 
artikel ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan 
narasumber terpilih pada organisasi gerakan sosial 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Solidaritas 
Perempuan (SP). Artikel ini juga dilengkapi dengan data-
data yang diperoleh melalui studi literatur. 

Mendorong Keadilan Gender dalam Pembaruan 
Agraria

Kemunculan gerakan sosial masyarakat pedesaan 
khususnya gerakan petani, nelayan dan masyarakat adat 
di Indonesia dalam menuntut pelaksanaan reforma tidak 
dapat dilepaskan dari maraknya kasus-kasus perampasan 
tanah di masa Orde Baru yang dialami oleh petani 
pedesaan pada akhir tahun 1980-an. Kelahiran organisasi 
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masyarakat pedesaan tersebut didukung oleh kalangan 
aktivis terdidik perkotaan (sebagian besar adalah 
mahasiswa dan aktivis organisasi bantuan hukum) yang 
turun melakukan advokasi pembelaan terhadap kasus-
kasus tersebut (Nurdin & Wardi 2019). Advokasi terhadap 
kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan 
tersebut kemudian tumbuh menjadi tema perjuangan 
yang lebih luas, yakni Reforma Agraria (Nurdin & Wardi 
2019).

Dalam berbagai konflik agraria dan sumber daya 
alam yang terjadi, perempuan terlibat langsung 
dalam mempertahankan tanah dan sumber daya 
alam komunitas mereka. DI Sumatera Utara misalnya, 
perempuan adat Sipituhuta selalu berada di depan 
dalam aksi-aksi menolak kehadiran PT. TPL, sebuah 
perusahaan HTI yang mendapat konsesi hutan di atas 
hutan kemenyan milik komunitas adat Sipituhuta. 
Konsesi tersebut mengancam pendapatan keseluruhan 
masyarakat adat dan membahayakan perempuan 
(Siagian & Harahap 2016). 

Peranan perempuan dalam mempertahankan tanah 
juga dilakukan dengan cara-cara yang khas. Aleta Baun 
(Mama Aleta) misalnya, mengajak perempuan Mollo 
menenun di atas batu mangaan selama setahun untuk 
mencegah wilayah adat Mollo, di Timur Tengah Selatan 
– Nusa Tenggara Timur, untuk dijadikan kawasan 
pertambangan (Maemunah 2015). Perlawanan khas 
lainnya juga dilakukan Perempuan Kendeng pada kasus 
penolakan pabrik semen Kendeng, Rembang Jawa 
Tengah. Perempuan Kendeng melakukan aksi berkemah, 
jalan kaki (long march), dan aksi mengecor kaki di depan 
istana. 

Meski berperan besar dalam perjuangan 
mempertahankan tanah, tetapi peran perempuan 
di dalam organisasi gerakan sosial reforma agraria 
masih terabaikan. Pengabaian ini misalnya terjadi 
dalam rapat-rapat pengambilan keputusan organisasi 
(Siagian & Harahap: 2016). Kajian Ekowati et al. (2009) 
memperlihatkan bagaimana perempuan diabaikan 
ketika tanah-tanah yang berkonflik telah dimenangkan. 
Kajian ini menemukan proses pembagian tanah di sebuah 
organisasi tani di di desa Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, 
Jawa Barat yang memberikan penghargaan perjuangan 
tanah hanya kepada pengurus organisasi tani yang aktif 
dan semuanya adalah laki-laki. Proses tersebut telah 
melupakan dukungan perjuangan perempuan melalui 
kerja-kerja reproduksi perempuan sebagai bagian dari 
keseluruhan perjuangan mempertahankan tanah. 

Kajian Ben White (1984) juga telah memperlihatkan 
beban ganda perempuan pedesaan di Jawa khususnya 

petani perempuan yaitu pada beban kerja reproduksi dan 
kerja produktif dalam pertanian. White menyimpulkan 
bahwa perempuan petani lebih lama beraktivitas 
dibanding laki-laki. Situasi tersebut sebenarnya tidak 
banyak berubah beberapa dekade sesudahnya, kajian 
Asma Luthfi (2010) yang melakukan penelitian pada 
rumah tangga petani penggarap tanah perkebunan di 
Jawa Tengah menemukan perempuan petani memiliki 
jam aktivitas lebih banyak dibandingkan dengan laki-
laki. Meskipun berperan besar, namun perempuan petani 
tidak memiliki kesempatan dan kewenangan terhadap 
sumber-sumber pertanian serta fasilitas publik di wilayah 
perkebunan. 

Kajian-kajian yang telah disebutkan di muka, 
memperlihatkan bahwa beban ganda perempuan 
pedesaan baik di ranah domestik maupun dalam 
memperjuangkan hak atas tanah, membutuhkan agenda 
reforma agraria yang mengarusutamakan keadilan 
gender, khususnya bagi perempuan. 

Situasi beban ganda perempuan pedesaan adalah 
pendorong utama gerakan perempuan dan gerakan sosial 
lainnya mendorong kebijakan dan pelaksanaan reforma 
agraria yang adil gender. Solidaritas Perempuan (2018) 
menyatakan bahwa pemerintah harus merumuskan 
kebijakan pertanahan yang berazaskan keadilan gender, 
yang melindungi hak perempuan atas tanah, yang 
menjamin hak perempuan untuk terlibat dalam berbagai 
program pertanahan, serta menjamin hak perempuan 
untuk berpartisipasi penuh dalam pengelolaan tanah 
yang selama ini mereka kelola. Solidaritas Perempuan 
(SP) adalah organisasi perempuan yang berdiri pada 
10 Desember 1990. Sejak awal berdiri organisasi ini, 
para aktivis SP telah banyak terlibat dalam pembelaan 
dan kampanye solidaritas dalam berbagai konflik 
agraria di Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Utara. 
Sehingga SP sejak awal telah menempatkan persoalan 
agraria dan sumber daya alam sebagai bagian dari visi 
organisasinya. Visi SP adalah mewujudkan tatanan sosial 
yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, 
kesadaran ekologis, menghargai pluralisme, dan anti 
kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-
laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat 
berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, 
budaya, ekonomi dan politik secara adil. SP secara aktif 
terlibat dalam memperjuangkan agenda reforma agraria 
sebagai perjuangan utama kaum perempuan. 

Dalam wawancara salah seorang aktivis SP menyatakan 
bahwa keterlibatan organisasi ini dalam mendorong 
kebijakan reforma agraria dilakukan karena kesadaran 
tentang adanya ketimpangan dan ketidakadilan berlapis 
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yang dihadapi oleh perempuan pedesaan. Ketidakadilan 
berlapis tersebut diakibatkan oleh kombinasi antara 
ketimpangan struktur agraria, sistem ekonomi politik dan 
hukum negara, dan sistem sosial yang tidak adil kepada 
perempuan. Karena itu, bagi SP sangat penting kebijakan 
reforma agraria yang berperspektif mengarusutamakan 
perempuan. Pandangan tersebut diuraikan oleh salah 
satu aktivis SP sebagai berikut: 

Dari sisi kebijakan reforma agraria, sangat penting 
untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan 
mengintegrasikan prinsip keadilan gender, menempatkan 
perempuan sebagai subyek pemangku kepentingan, 
termasuk perempuan kepala keluarga. Kemudian dari 
sisi kelembagaan, keterwakilan kepentingan perempuan 
dalam kelembagaan atau tim-tim yang dibentuk (Aliza-
Aktivis SP 2019, Wawancara 9 Oktober).

Gagasan tersebut diusung oleh SP dalam 
merumuskan dan mendorong pengesahan kebijakan 
Reforma Agraria. Pada masa awal pemerintahan Jokowi, 
terdapat kesempatan politik untuk mendorong dan 
mendesakkan kebijakan reforma agraria. Kesempatan ini 
muncul karena pemerintahan Joko Widodo menjanjikan 
pelaksanaan reforma agraria sebagai salah satu dari 
sembilan janji politik “Nawa Cita”, yang disampaikan 
kepada publik dan secara resmi didaftarkan sebagai 
buku visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden 
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Setelah dinyatakan sebagai Presiden Terpilih, 
sejumlah organisasi gerakan sosial seperti Komite 
Pembaruan Agraria (KPA) dan SP merumuskan advokasi 
kebijakan reforma agraria melalui Konferensi Nasional 
Reforma Agraria (KNRA) pada 22-24 September 2014. 
Penyelenggaraan KNRA bertujuan memberikan tafsir 
dari kalangan gerakan sosial tentang rumusan ideal 
atas pelaksanaan reforma agraria yang dijanjikan 
pemerintah. Hasil konferensi ini adalah “Buku Putih 
Pelaksanaan Reforma Agraria” yang berisi agenda 
legislasi, kelembagaan dan pendanaan pelaksanaan 
reforma agraria. Buku Putih ini kemudian secara resmi 
diserahkan kepada Tim Transisi, sebuah tim yang 
dibentuk oleh Presiden Terpilih dalam merumuskan 
langkah pelaksanaan janji-janji politik selama kampanye.

Namun, desakan kalangan gerakan sosial melalui 
KNRA nampaknya tidak banyak membawa hasil. Kondisi 
ini dapat dilihat pada masa awal pemerintahan Jokowi 
yang tidak menempatkan reforma agraria sebagai 
program prioritas pemerintahannya. Dalam Rancangan 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2015-2019 yang disusun oleh Bappenas, pemerintah 
membagi pekerjaan utama reforma agraria ke dalam 

sertifikasi pertanahan dan redistribusi tanah. Naskah 
RPJMN ini menempatkan Kementerian ATR/BPN sebagai 
kementerian yang tugas pokoknya adalah melakukan 
sertifikasi tanah, sementara redistribusi tanah hanyalah 
porsi kecil pekerjaan kementerian ini. 

Gerakan sosial reforma agraria kemudian terus 
melakukan desakan kepada pemerintah melalui Kantor 
Staf Presiden (KSP). Menanggapi desakan tersebut, pada 
Mei 2016 KSP merumuskan Rancangan Perpres tentang 
Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria. Proses 
perumusan naskah Rancangan Perpres ini mendapat 
kritik dari SP yang menekankan bahwa reforma agraria 
saja tidak cukup, reforma agraria tanpa keterlibatan 
perempuan dalam proses dan pelaksanaan reforma 
agraria tidak akan menghasilkan struktur agraria yang 
berkeadilan gender (Solidaritas Perempuan 2016).

Interaksi di antara gerakan sosial dengan KSP 
kemudian berhasil menempatkan reforma agraria 
menjadi program prioritas pemerintah pada 2017. 
Kalangan organisasi gerakan sosial kemudian menuntut 
pemerintah untuk segera mengesahkan Perpres tentang 
Reforma Agraria sebagai payung hukum bagi program 
prioritas pemerintah. SP aktif dalam mendorong dan 
mengkritisi substansi kebijakan Perpres reforma agraria. 
Hal ini dapat dirujuk kepada naskah usulan Solidaritas 
Perempuan terhadap Rancangan Peraturan Presiden 
tentang Reforma Agraria. 

Dalam naskah usulan tersebut, pandangan SP 
terhadap naskah Perpres tentang Reforma Agraria ialah; 
pertama rancangan Perpres belum menjamin kesetaraan 
hak dalam pemilikan dan penguasaan maupun 
pemanfaatan tanah antara laki-laki dan perempuan. 
Padahal jaminan tersebut sesungguhnya telah diatur 
dalam UU Pokok Agraria serta TAP MPR No. IX/2001 
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam. 

Kedua, selain ketimpangan struktur agraria antara 
masyarakat marjinal dan korporasi, juga terdapat 
ketimpangan pemilikan tanah antara laki-laki dan 
perempuan. SP menyatakan bahwa berdasarkan data 
BPN 2016 hanya 15,88% dari 44 juta bidang tanah 
yang teridentifikasi dimiliki oleh perempuan. Sebagai 
contoh, data lapangan SP menemukan bahwa di Desa 
Sei Ahas-Kalimantan Tengah tidak ada surat tanah yang 
dikeluarkan oleh Desa atas nama perempuan. Sementara 
di Desa Barati, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten 
Poso, Sulawesi Tengah, perbandingan penguasaan tanah 
di Barati sendiri masih didominasi oleh laki-laki dengan 
perbandingan 90:10. 
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Ketiga, ketimpangan struktur agraria terhadap 
perempuan berdampak pada keterbatasan akses dan 
kontrol perempuan atas pengambilan keputusan yang 
mempengaruhi kehidupannya. Keterbatasan akses ini 
juga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap 
diskriminasi, kekerasan, beban berlapis dan penindasan, 
baik di tingkat keluarga maupun publik. 

Keempat, tingginya konflik agraria dan perampasan 
tanah juga menempatkan perempuan berhadapan 
dengan persoalan perampasan tanah dan konflik 
agraria, yang kerap melibatkan aparat keamanan. 
Padahal, hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan 
masyarakat juga berdampak pada meningkatnya 
beban perempuan dalam penyediaan kebutuhan hidup 
keluarga dan komunitasnya, termasuk ketersediaan 
pangan. Perempuan terpaksa bekerja serabutan menjadi 
buruh cuci, buruh tani, buruh harian lepas, berdagang, 
demi memenuhi ekonomi keluarga, dengan tetap 
mengerjakan pekerjaan domestik. 

Merujuk kepada pernyataan sikap yang dirilis oleh 
Puspa Dewi, Ketua Badan Esekutif SP periode 2015-2019, 
pelaksanaan reforma agraria seharusnya menghasilkan 
keadilan agraria dengan cara menyelesaikan konflik 
agraria, menghapus ketimpangan, dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, baik laki-laki maupun perempuan. 
Namun, keadilan agraria bagi perempuan tidak akan 
terjadi tanpa upaya strategis negara secara lintas sektor 
dan menyeluruh, termasuk strategi dan tindakan 
afirmatif untuk menghilangkan hambatan-hambatan 
sosial, budaya yang dialami oleh perempuan akibat 
ketimpangan relasi kuasa dan peran gender perempuan 
dalam struktur sosial. Untuk mewujudkan kesetaraan 
dan keadilan gender serta mengatasi kesenjangan dan 
ketimpangan gender dalam kepemilikan, penguasaan, 
pengelolaan dan pemanfaatan tanah, perlu ada upaya 
strategis negara melalui kebijakan dan rencana aksi yang 
mengintegrasikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme 
yang adil gender (Solidaritas Perempuan 2017).

Model advokasi kebijakan yang sama dalam 
mendorong pengesahan Perpres Reforma Agraria 
juga dilakukan oleh KPA. Organisasi yang berdiri sejak 
1994 dan beranggotakan serikat petani, nelayan, 
perempuan, masyarakat adat dan NGO dan menjadikan 
pelaksanaan reforma agraria sebagai cita-cita utama 
organisasi. Menurut Sekjen KPA, Dewi Kartika, selain 
mendorong pengesahan Perpres reforma agraria, 
organisasi gerakan pembaruan agraria seperti KPA juga 
mempunyai pekerjaan rumah di internal organisasi yakni 
memperkuat pemahaman aktivis dan anggota organisasi 
kepada isu keadilan gender. Ia mengakui bahwa KPA juga 

kerap mendapat kritik sebagai gerakan yang kurang 
peka terhadap isu-isu keadilan gender. Hal tersebut 
membuat KPA melakukan pembenahan di dalam 
kurikulum pendidikan aktivis KPA. Berikut pemaparan 
dari Sekretaris Jenderal KPA:

Dalam sepuluh tahun terakhir, KPA mulai menelusuri 
kembali kesejarahan organisasi ini sejak masa awal 
berdiri dalam kerja-kerja penguatan peran dan kapasitas 
perempuan pada gerakan reforma agraria. Termasuk 
dalam membangun diskursus keadilan gender di dalam 
keadilan agraria. Ada masa dimana literasi agraria tentang 
hak perempuan dalam gerakan reforma agraria pernah 
dibangun, namun kemudian meredup di periode-periode 
berikutnya. (Wawancara Dewi Kartika - Sekjen KPA, 17 
Oktober 2019). 

Pada Musyawarah Nasional (Munas) KPA ke-6 (2013) dan 
ke-7 (2016), Resolusi Munas KPA telah memandatkan 
pengamalan nilai-nilai keadilan gender sebagai bagian 
penting dalam perjuangan reforma agraria. Pada 2015-
2016, KPA untuk pertama kalinya melaksanakan pendidikan 
reforma agraria khusus bagi calon-calon kader perempuan 
KPA dari berbagai wilayah. Berlanjut hingga 2017 sampai 
sekarang dengan nama Pendidikan Kader Reforma Agraria 
(PKRA) bagi pengurus KPA di nasional dan wilayah serta 
kader muda serikat tani. Dalam kurikulum PKRA, materi 
keadilan gender dan hak perempuan atas tanah menjadi 
bagian wajib dari materi pendididikan yang diajarkan 
kepada semua peserta PKRA. (Wawancara Dewi Kartika - 
Sekjen KPA, 17 Oktober 2019). 

Publikasi KPA juga melaporkan bahwa pertemuan 
organisasi petani tingkat desa lebih didominasi oleh laki-
laki. Partisipasi perempuan petani pedesaan yang lemah 
disebabkan oleh minimnya kepercayaan diri untuk maju 
dari kalangan perempuan pada basis-basis organisasi 
petani. Situasi ini adalah hambatan internal yang 
dialami organisasi seperti KPA dalam memajukan kader 
perempuan mereka. Sementara itu, praktik dan contoh 
ketidakadilan gender masih terjadi di basis organisasi 
tingkat desa seperti; pembagian warisan yang lebih 
kecil kepada perempuan, perempuan bisa ikut turun ke 
sawah tetapi lelaki tidak mau ke dapur, takut kepada 
suami untuk hadir dalam pertemuan, perempuan juga 
melakukan kerja sawah, kebun tanpa meninggalkan 
kerja domestik, serta aturan adat yang di hegemoni oleh 
laki-laki (Suara Pembaruan Agraria 2015). Persoalan ini 
telah membuat KPA selain melakukan advokasi kebijakan 
reforma agraria, KPA melakukan pembenahan internal 
terkait dengan pemahaman keadilan gender.

Pada proses advokasi kebijakan mendorong 
Perpres Reforma Agraria, sebagaimana SP, KPA adalah 
penyelenggara utama KNRA yang telah menghasilkan 
Buku Putih Reforma Agraria, perumusan strategi 
nasional pelaksanaan reforma agraria, dan terlibat dalam 
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perumusan Rancangan Perpres Reforma Agraria. Meski 
demikian, KPA sendiri tidak secara khusus membahasakan 
tuntutan reforma agraria dalam bahasa reforma agraria 
adil gender sebagaimana SP.

Momentum menagih Perpres didapatkan oleh KPA 
pada saat penyelenggaraan Global Land Forum (GLF), 
sebuah forum pertanahan global tiga tahunan yang 
diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC). 
ILC dihadiri oleh delegasi 80 negara untuk membahas 
persoalan pertanahan global, regional dan lokal dari 
dan oleh kalangan gerakan sosial, akademisi universitas, 
lembaga riset, dan lembaga pembangunan pertanian 
dan pedesaan multilateral. ILC adalah sebuah koalisi 
pertanahan internasional yang beranggotakan gerakan 
sosial, akademisi dan lembaga pembangunan multilateral 
seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan 
The World Bank. Pada tahun 2018 GLF diselenggarakan 
di Bandung, Indonesia. Dalam soft opening GLF yang 
dilaksanakan di Istana Negara pada 22 September 2018, 
ketua pelaksana GLF, yang juga merupakan Sekjen 
KPA, Dewi Kartika, menagih janji peraturan presiden 
tentang reforma agraria yang hingga empat tahun masa 
pemerintahan belum juga disahkan. Presiden kemudian 
menjawab desakan tersebut dan pada 27 September 
2018 Perpres tentang Reforma Agraria disahkan. 

Absennya Keadilan Gender dalam Perpres Reformasi 
Agraria 2018

Perpres Reformasi Agraria tahun 2018 tersebut 
mendapatkan reaksi yang beragam dari kalangan gerakan 
sosial. Menurut SP, Perpres tersebut tidak mencakup 
prinsip keadilan gender dan proses pembahasannya 
tidak konsultatif. Selain itu, pelaksanaan Perpres tersebut 
telah melibatkan lembaga keuangan internasional Bank 
Dunia, melalui pinjaman hutang sebesar USD 200 juta 
atau Rp 2,9 triliun, untuk menata Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL). Padahal, menurut SP, Bank 
Dunia merupakan aktor di balik penggusuran tanah 
dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Bank 
Dunia juga merupakan aktor sistem ekonomi global 
yang mengeruk sumber daya alam dan menyebabkan 
pemiskinan masyarakat terlebih kaum perempuan. 
Di tengah harapan perempuan akan terwujudnya 
reforma agraria yang adil gender, pemerintah justru 
memupuskannya dengan melibatkan Bank Dunia dalam 
pembahasan reforma agraria. SP juga menyesalkan 
bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PPPA) tidak termasuk bagian dalam 
Gugus Tugas Reforma Agraria (Siaran Pers Solidaritas 
Perempuan 2018).

Setelah pengesahan Perpres Reforma Agraria, 
KPA juga melihat bahwa peraturan tersebut belum 
memadai karena perpres tersebut tidak menempatkan 
secara tepat peran perempuan, masyarakat adat dan 
masyarakat sipil dalam proses pelaksanaan reforma 
agraria, agar dapat mengembalikan kedaulatan mereka. 
KPA kemudian mendorong adanya upaya alternatif dari 
sisi implementasi, sebagaimana pemaparan Dewi Kartika 
berikut:

Kami menyadari sejumlah kelemahan Perpres RA, 
namun mengapresiasi terbitnya Perpres setelah 
kekosongan 68 tahun landasan hukum untuk menjalan 
RA secara lebih operasional paska terbitnya UUPA 1960. 
Ada pasal menguatkan posisi rakyat yang selama ini 
memperjuangkan reforma agraria. (Dewi Kartika - Sekjen 
KPA 2019, Wawancara 17 Oktober).

Memang terdapat kekurangan dalam konteks 
memperjuangkan keadilan gender pada Perpres ini. 
Namun, (terkait hal ini) KPA tetap mengacu pada Pasal 
9 Ayat 2 UUPA sebagai payung hukum dari Perpres RA. 
Di luar konteks terbatasnya kebijakan keadilan gender 
secara tersurat dan tersirat dalam Perpres ini. (Kami) 
mulai mengembangkan model-model reforma agraria 
berdasarkan inisiatif rakyat. KPA dalam prakteknya 
berusaha menerapkan kebijakan dan pendekatan keadilan 
gender dalam kerja-kerja pengorganisasian redistribusi 
tanah tersebut melalui pengembangan desa maju reforma 
agraria disingkat Damara. (Dewi Kartika-Sekjen KPA 2019, 
Wawancara 17 Oktober). 

Salah satu harapan dari kehadiran Perpres ini 
adalah percepatan redistribusi tanah khususnya pada 
tanah-tanah yang telah dikelola oleh masyarakat dan 
penyelesaian konflik agraria. Namun, penetapan subyek 
penerima tanah di dalam proses redistribusi berdasarkan 
perpres ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 adalah: 
orang perseorangan; kelompok masyarakat dengan hak 
kepemilikan bersama; atau badan hukum. Sementara, 
yang disebut dengan orang perseorangan harus 
memenuhi kriteria sebagai berikut: WNI; berusia paling 
rendah 18 tahun atau sudah menikah; dan bertempat 
tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia 
tinggal di wilayah redistribusi tanah. 

Penetapan subyek penerima tanah menjadi semakin 
luas dengan kategori orang perseorangan mencakup 
mereka yang memiliki pekerjaan: petani gurem yang 
memiliki luas tanah 0,25 ha atau lebih kecil dan/atau 
petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak 
lebih 2 ha; petani penggarap yang mengerjakan atau 
mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; 
buruh tanah yang mengerjakan atau mengusahakan 
tanah orang lain dengan mendapat upah; guru honorer 
yang belum berstatus sebagai PNS; pekerja harian 
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lepas; pegawai swasta dengan pendapatan di bawah 
Penghasilan Tidak Kena Pajak; Pegawai Negeri Sipil 
paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah; 
dan anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan 
Dua/Inspektur Dua atau yang setingkat.

Melebarnya subyek penerima manfaat redistribusi 
tanah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa skema 
redistribusi tanah yang akan dijalankan berpotensi besar 
menarik pihak-pihak non petani turut mendapatkan 
tanah, sementara akses bagi kelompok petani tetap 
terbatas. Selain itu, absennya kata perempuan dalam 
ketentuan subyek penerima tanah telah menambah 
kekhawatiran bahwa perempuan akan terus diabaikan 
sebagai penerima manfaat dari akses terhadap tanah. 
Dalam proses redistribusi tanah, tidak adanya pengaturan 
subyek prioritas dengan cara pembobotan subyek, akan 
berpotensi meninggalkan masyarakat yang benar-benar 
membutuhkan tanah, misalnya perempuan. 

Kritik dari berbagai organisasi gerakan sosial terhadap 
Perpres Reforma Agraria tersebut secara garis besar dapat 
dipetakan sebagai berikut. Pertama, pekerjaan reforma 
agraria dalam perpres ini adalah sertifikasi tanah dan 
atau redistribusi. Kedua, kelembagaan reforma agraria 
dipimpin oleh Menko Perekonomian. Padahal, kalangan 
gerakan sosial memandang pentingnya lembaga 
pelaksana reforma agraria dipimpin langsung oleh 
presiden. Ketiga, objek tanah yang dapat dijadikan untuk 
reforma agraria tidak mencantumkan Hak Guna Usaha 
(HGU) yang masih aktif sebagai potensi objek reforma 
agraria. Keempat, melebarnya potensi subyek penerima 
tanah reforma agraria, namun meniadakan perempuan 
petani pedesaan sebagai prioritas penerima tanah. 
Kelima, minimnya pelibatan dan partisipasi organisasi 
gerakan sosial dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 
hingga monitoring dan evaluasi. 

Penutup

Gerakan sosial di Indonesia, baik gerakan agraria 
maupun gerakan perempuan, telah memperjuangkan 
reforma agraria, khususnya melalui advokasi kebijakan 
untuk mengesahkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang 
Reforma Agraria. Gerakan perempuan yang dalam 
tulisan ini digambarkan dalam pengalaman organisasi 
Solidaritas Perempuan, sejak awal proses perumusan 
telah menekankan perlunya dimensi keadilan gender di 
dalam kebijakan pembaruan agraria. Namun, rumusan 
yang dihasilkan oleh Perpres Reforma Agraria tahun 2018 
tersebut belum memasukkan dimensi gender dalam 
formulasinya.

Sertifikasi tanah tidak secara otomatis sejalan 
dengan cita-cita reforma agraria. Praktik sertifikasi 
justru berpeluang menjadi proses transfer tanah kepada 
kelompok ekonomi yang lebih kuat melalui proses 
jual beli. Sertifikasi tanah yang kerap mengabaikan 
perempuan akan terus menempatkan perempuan 
subordinat dalam penguasaan tanah.

Pengaturan tentang subyek reforma agraria 
diterapkan meluas namun luput untuk memasukkan 
skala prioritas, misalnya bagi perempuan. Hal ini 
telah menghilangkan visi reforma agraria sebagai alat 
transformasi masyarakat pedesaan, dan kesetaraan laki-
laki perempuan di pedesaan. Mitigasi jangka pendek 
untuk memastikan keadilan gender dalam pelaksanaan 
Perpres ini penting untuk dilakukan. Mitigasi tersebut 
dapat dilakukan melalui advokasi pelaksanaan 
Perpres reforma agraria dalam pelaksanaan penataan 
penguasaan tanah dan penataan produksi di tingkat 
desa yang berkeadilan gender. 

Usaha gerakan sosial untuk memitigasi kelemahan 
Perpres Reforma Agraria perlu dilakukan pada dua level, 
yaitu usaha advokasi untuk memperbaiki peraturan ini, 
dan mempercepat realisasi redistribusi tanah khususnya 
pada lokasi-lokasi yang diorganisir organisasi gerakan 
sosial. Selain itu, organisasi gerakan sosial reforma agraria 
dan gerakan perempuan juga perlu untuk meningkatkan 
pemahaman aktivis dan basis organisasi tentang prinsip 
keadilan gender serta memasukan prinsip keadilan 
gender ini ke dalam tata kuasa, tata guna dan tata 
produksi agraria dan juga tata produksi dan distribusinya. 
Hal ini perlu dilakukan agar organisasi gerakan sosial 
dapat mengembangkan sendiri tahapan perencanaan, 
implementasi redistribusi tanah, dan pemberdayaan 
yang menggunakan prinsip keadilan gender. Proses 
semacam ini sangat penting dilakukan di desa-desa 
yang memperjuangkan pelaksanaan redistribusi tanah 
agar menjadi model dan sarana belajar bagi rencana 
redistribusi tanah di lokasi-lokasi lain. 
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